
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR 9 TAHUN 2020 


TENTANG 


DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN DI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 


ANGGARAN 2020 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang a. 	 bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Tambahan 
Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan rincian Dana 
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
setiap kelurahan di Pemerintah Kabupaten Mempawah; 

b. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan setiap Kelurahan di Pemerintah Kabupaten 
Mempawah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. 	 Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi 
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

10. 	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



13. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 139); 

14. 	Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5); 

15. 	Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5] sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 

16. 	Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Tahun 2019 Nomor 78). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM 
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 
KELURAHAN DI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang 

selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan. 

2. 	 Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 
kecamatan. 

BAB II 

DAU TAMBAHAN BANTU AN PENDANAAN KELURAHAN PEMERINTAH 


KABUPATEN MEMPAWAH 


Pasal2 


(1] 	 Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan 
dalam APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebesar 
Rp.2.672.733.000,OO (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh 
ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) diberikan kepada 7 (tujuh) kelurahan di 
wilayah Kabupaten Mempawah. 



(2) 	 DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan rnasyarakat Kelurahan 
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pasal3 

(1) 	 Mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan 
dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata. 

(2) 	 DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan 
sarna dengan jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan dibagi 
jumlah Kelurahan di Kabupaten Mempawah atau sebesar 
Rp.381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus 
sembilan belas ribu rupiah). 

(3) 	 Rincian DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan untuk setiap 
Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BABIII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal4 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mempawah. 

Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal S - a. - 2020 

~UPAT EMPAWAH~ • 

DlUflu.lIIg ..n di Me '!.. \t/<l h 

pada 	langgal ••• .'. ••• :.itP:>o 
S(KRElARIS OAE H UPATEN MEMPAWAH 

BERITA 0 ' ~~ABUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN •• ••••• •••••• NOMOR ..... .~ ....... 



A 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR -' TAHUN 2020 
TENTANG 
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
SETIAP KELURAHAN DI PEMERINTAH 
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 
ANGGARAN 2020 

RINCIAN DAU T AMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN DI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 


T ARUN ANGGARAN 2020 


NO KECAMATAN KELURAHAN 
JUMLAH DAU TAMBAHAN 

BANTUANPENDANAAN 
KELURAHAN 

1 Mempawah Hilir Terusan Rp.381.819.000,00 

2 Mempawah Hilir Tengah Rp.381.819.000,00 

3 Mempawah Hilir Tanjung Rp.381.819.000,00 

4 Mempawah Timur Pulau Pedalaman Rp.381.819.000,00 

5 Mempawah Timur Pasir Wan Salim Rp.381.819.000,00 

6 Sungai Pinyuh Sungai Pinyuh Rp.381.819.000,00 

7 Anjongan Anjungan Melancar Rp. 381.819.000,00 

JUMLAH Rp.2.672.733.000,00 

BUPATI 

() u,idallgkau oi I (; pc. ... 
pada la099a l •• • ••~. ::loq, 
SEKRETARIS DAr H KABUPATEN MEMPAWAH 


